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1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia diciptakan dan dilahirkan ke dunia
terdiri dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Antara kedua jenis
manusia ditakdirkan hidup saling berpasang-pasangan antara individu yang kemudian
menimbulkan ‘dorongan untuk mengadakan hubungan atau ikatan suami istri yang
kekal serta-membangun rumah tangga yang sakinah mawadah, warohmah dalam
suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan menjadi bagian penting bagi
kehidupan manusia di dunia ini karena perkawinan menyangkut hubungan antar
manusia Karena merupakan perbuatan manusia maka dari itu pasti menimbulkan
akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan
perkawinan.

Setiap orang yang telah mencapal usia dewasa.berkeinginan untuk membentuk
sebuah rumah tangga atau keluarga bagi dirinya. Karena setiap orang mempunyai
naluri yang kuat untuk-hidup bersama dengan lawan. jenisnya. Tetapi terdapat masalah
yang berkembang-dalam-masyarakat; bila-seseorang yang masih di bawah umur sudah
berkeinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga bagi dirinya
sendiri baik berdasarkan niat sendiri maupun karena suatu keadaan yang terpaksa
disebabkan alasan tertentu.*

Hidup bersama tersebut mempunyai akibat sangat penting dalam masyarakat.
Misalnya hidup bersama dua orang tersebut menjadikan mereka menyendirikan diri

dari anggota-anggota lain dari masyarakat, bahkan mempunyai anak-anak yang

! R. Wiryono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, 1981. him. 7.



merupakan keturunan mereka. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah
dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup
bersama ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan,
dan terhentinya hidup bersama itu.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena
perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga
menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap
sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-
kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

Dasar-dasar perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan
itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang
dan persaudaraan; memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang
sempurna (volwaardig).?

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah lembaga suci untuk melanjutkan
keturunan, membina rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, sejalan dengan
perumusan pasal 1 Undang-Undang ;Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami
istri yang membentuk - keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.® Dalam pasal 2 Undang-Undang ini
menyatakan bahwa : 4

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaan itu.

2 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, him
107.
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2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Perkawinan yaitu sebagai salah satu
ibadah Muamalah. Hal ini terlihat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan:

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaagan
gholiidhan untuk mentaati-perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah’’ “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yvang sakinah, mawadah, dan rahmah”

Berdasarkan kedua peraturan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan lain
yang berhubungan dengan pasal 2 dan 3 _KHI maka dapat disimpulkan bahwa
perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengandung unsur-unsur :°
Keagamaan/kepercayaan/rohani, dalam" arti bahwa perkawinan itu hanya
dilangsungkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pelaksanaannya
dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

a. Biologis, seperti dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 yang
menentukan bahwa - ketidakmampuan. istri-dalam ' melahirkan keturunan
merupakan-alasan-untuk berpoligami.

b. Sosiologis, dalam arti-bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan
harus sudah benar-benar dewasa. Penentuan batas umur untuk kawin dikaitkan
dengan laju pertumbuhan penduduk.

¢. Unsur hukum adat, Yaitu mengenai pengaturan harta benda perkawinan yang

mengambil alih asas dalam hukum adat.

SIntasari, pelaksanaan perkawinan dibawah umur, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (Depok, 2002
), HIm 5.



d. Yuridis, yang dapat disimpulkan dari ketentuan bahwa perkawinan yang
dilakukan secara sah adalah jika perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang.

Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang
matang. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-
syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan
perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Di antara. persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut
Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria
maupun wanita telah-mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari
persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat
dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orangtua atau wali calon
mempelai laki-laki -dan/atau -wanita . yang . belum  mencapai usia perkawinan
mengajukan permohonan-dispensasi-kawin ke pengadilan, yaitu ke Pengadilan Agama
bagi yang beragama Islam dan-Pengadilan-Negeri bagi yang beragama lain.

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali
calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi
kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti
pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai

yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan



semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan
budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.®

Di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan
Agama , lebih spesifik lagi di dalam Buku Il Edisi Revisi tahun 2010 , Mahkamah
Agung mengeluarkan peraturan mengenai prosedur dispensasi kawin. Yang mana
dalam Buku Il Edisi Revisi tahun 2010 , yang mengajukan permohonan dispensasi
kawin bisa oleh anak sendiri. Pemohon yang dimaksud adalah para calon mempelai
yang umurnya masih belum mencapai batas kebolehan menikah.

Hal itu disebutkan dalam bab Pedoman Khusus pernikahan , dalam
masalah Dispensasi Kawin ; “Pemohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon
mempelai pria dan/atau mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama
kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah dalam wilayah hukum dimana
mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal”.”

Jadi, meskipun anak di bawah umur dapat mengajukan permohonan
dispensasi kawin atas dirinya sendiri ; namun dalam prosesnya , Pengadilan Agama
akan ‘mengeluarkan penetapan setelah mendengarkan keterangan dari orangtua |,
keluarga dekat atau wali-dari Si-anak.

Akan—tetapi—belum diketahui bagaimana praktik yang terjadi dalam
lapangan. Dalam praktiknya jika ada Seorang anak di bawah umur mengajukan
dispensasi nikah, maka dalam proses penetapannya apakah penetapan dispensasi
kawin akan baru dikeluarkan setelah mendengarkan keterangan dari

orangtua,keluarga dekat,atau wali. Apakah hakim dalam memutus pengabulan

6 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 6401 (2019).
7 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama , Buku |1, edisi revisi 2010 , hal 138.



dispensasi kawin sudah sesuai dengan apa yang telah ada dalam Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administras Pengadilan Agama.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan bukanlah hal yang mudah karena butuh
persiapan sematang-matangnya dalam berbagai hal, terutama persiapan dari pasangan
yang akan menikah, baik lahir dan bathin mereka harus siap. Alasannya adalah suatu
perkawinan yang bahagia tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang
matang fisik dan mental serta- emosionalnya, yang diharuskan dalam suatu
perkawinan ialah kedewasaan dari masing-masing pasangan tersebut dalam
menjalankan rumah tangga.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa calon suami dan istri
harus telah matang jiwa dan raganya agar dapat tercapai tujuan perkawinan yang
salah satunya adalah mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.® Hal tersebut
diatur dalam Pasal. 7 ayat (1) Undang-Undang No.l tahun 1974, seorang pria
diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun
sedangkan seorang wanita diisyaratkan telah berumur 16 tahun.

Penetapan batas umur demikian sesuai dengan salah satu asas perkawinan
kekal yang dianut Undang-Undang-No-1 tahun 1974 :

Undang-Undang-Perkawinan—menganut -prinsip- bahwa calon suami istri

matang jiwa dan raganya. Hal ini Sangat perlu untuk mewujudkan tujuan

perkawinan, ialah agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
merupakan anak-anak yang sehat. Disamping itu batas umur rendah

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi hal mana adalah bertentangan

8 1bid., Hal.49.



dengan usaha pemerintah untuk membatasi  kelahiran  dengan

menyelenggarakan Program Keluarga Berencana Nasional.®

Sejalannya dengan Undang-Undang maka KHI menetapkan pada Pasal 15
ayat (1) yaitu “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun”

Ketentuan batas usia yang telah diatur dalam Undang-Undang dan KHI
tujuannya adalah untuk kemaslahatan calon mempelai, banyak dampak dalam
perkawinan dibawah umur antara lain tingginya angka kematian ibu dan bayi serta
rentannya terhadap perceraian.

Penentuan. batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting
sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga
psikologis. Maka dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan,
bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik
tanpa berakhir pada perceraian dan-mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Perkawinan—dibawah umur--memiliki—dampak negatif dan menimbulkan
permasalahan baru. Pertama, suami istri-yang menikah dibawah umur rawan akan
terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan
mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari
sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam
kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ

reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga,

9 Retnowulan Sutantio, Wanita dan Hukum (Bandung: Penerbit Alumni,1979), hal.18.



akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terhadap
kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi
eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat
anak. 1°

Walaupun batasan umur telah tegas diatur dalam kedua peraturan tersebut,
kenyatannya banyak terjadinya perkawinan dibawah umur. Masalah ini tidak lepas
dari soal pola budaya masyarakat, faktor ekonomi keluarga, faktor psikologis
dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi lebih dulu sebelum adanya
perkawinan sehingga untuk mengatasinya dilakukan upaya melakukan izin untuk
anak dibawah umur yang ingin melangsungkan  perkawinan kepada pengadilan
Agama yang biasa disebut dengan dispensasi nikah.

Perkawinan dibawah umur ini walaupun sudah ada diatur dalam Undang-
Undang tentang dispensasi perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 Undang-
undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang dispensasi untuk melangsungkan
perkawinan dibawah umur, dimana. izin untuk itu diberikan oleh pengadilan atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut KHI dalam pasal ;15 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan
sama seperti pasal-7-Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Demikian pula
dengan soal dispensasi Nikah-untuk anak-dibawah umur. Perbedaanya adalah pada
pasal 15 KHI yaitu perkawinan untuk memberikan kemaslahatan keluarga dan rumah

tangga.

10 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI) (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011),

80.



Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk
dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama
yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan
maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan
untuk mengadili perkara tersebut.

Pengadilan dapat memberikan izin kawin dan dispensasi usia kawin melalui
penetapan pengadilan apabila sebelumnya diajukan permohonan tertulis terlebih
dahulu, yaitu untuk permohonan dan persyaratan izin kawin dan dispensasi usia
kawin. Permohonan dispensasi kawin dapat ditolak atau dikabulkan oleh Pengadilan
dengan berbagai pertimbangan masing-masing.

Penelitian.. ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan-
pertimbangan Pengadilan yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya Dispensasi
kawin di pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan
2017.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian sebelumnya masalah-perkawinan:itu sangat luas mencakup banyak
hal dan seluruh—aktifitas-pergaulan-masyarakat. Maka dalam penulisan penulis
membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi kawin untuk anak di

bawah umur ?

2. Apa akibat-akibat hukum dispensasi yang diberikan pada anak dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :



1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa alasan Pengadilan Agama
mengabulkan dispensasi kawin untuk anak di bawah umur.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja akibat hukum dari
dispensasi yang diberikan untuk anak dibawah umur.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Manfaat Teoritis dan
Manfaat Praktis :
1.4.1 Manfaat Teoritis
Skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang
ilmu hukum pada umumnya yaitu bidang Hukum Perkawinan.
1.4.2 Manfaat Praktis
Bagli mahasiswa , diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai
permasalahan sejenis dikaitkan.dengan Undang-Undang perkawinan dan KUHPerdata
dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
Bagl masyarakat , untuk suami/istri diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam
rangka melakukan analisis terhadap pernikahan di bawah umur.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran-secara umum mengenai materi keseluruhan skripsi
ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang
dilakukan, maka secara garis besarnya penulisan skripsi ini dilakukan dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis akan menguraikan bab pendahuluan dimana dalam

pendahuluan ini penulis akan menguraikan gambaran mengenai latar belakang, pokok
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permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian,kerangka konsepsional dan
sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian umum yang berisi tentang
pengertian perkawinan, Asas-asas Perkawinan, Tujuan melakukan perkawinan,
pengertian dispensasi perkawinan, serta landasan hukum dispensasi perkawinan.

BAB IlI: METODE PENELITIAN

Didalam bab ini penulis akan menganalisis menganai kasus dalam putusan pengadilan
Agama Jakarta Selatan yang dihubungkan tentang gambaran perkawinan dibawah
umur, mengenai batas Usia Dewasa dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, serta hal apa saja yang menjadi alasan mengapa pengadilan agama
mengabulkan dispensasi kawin untuk anak di bawah umur.

BAB IV: ANALISA & PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil penelitian serta analisa yang digunakan oleh penulis serta
berisikan menganai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BABV: KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan mengenai kesimpulan-dan saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan
hasil penelitian-yang telah-di lakukan,dan juga saran yang diberikan oleh penulis

dengan penelitian yang telah dilakukan-oleh penulis.
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